
 
 

 

BUPATI MAPPI 
PROVINSI PAPUA 

 

 

 
PERATURAN BUPATI MAPPI  

NOMOR 15 TAHUN  2015 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH   

KABUPATEN MAPPI TAHUN 2015 
 

 

BUPATI MAPPI, 
 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan 
pengawasan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Perubahan Tahun 2015, maka dipandang perlu 

menyusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2015; 

 

 b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Mappi tentang Perubahan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Mappi Tahun 2015;  
 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12          

Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom 
Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di 
Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1969      Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 

 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28          

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia       Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31           
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia          
Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang Undang  Nomor 20 Tahun 2001 
(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001    

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150); 

 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21         

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia         

Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4884); 

 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26          
Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, 
Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, 

Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan 
Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, 

Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten 
Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, 
Kabupaten Teluk Bentuni dan Kabupaten Wondama di 

Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002   Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4245); 
 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17          
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 4286); 

 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1        
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 4355);  

 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15          

Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25          
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia        
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33          
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4438); 

 

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17          
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

 
 

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12            

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia      Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9      
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia        
Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Nomor 5679); 
 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 
Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia   Tahun 2000 Nomor 203, 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia     
Nomor 4023); 

 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004    

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia       Nomor 4405); 

 
 



-4- 

 

 
 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 4578); 
 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005    
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

 

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005   

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

 

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 

Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4463); 

 

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia   Nomor 4464); 

 

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

 

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43  
Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah     
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 101); 
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24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3    
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 4); 
 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia      
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 517); 
 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 32). 
 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015  
 

29. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018; 
 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 4 Tahun 

2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2012-2017; 
 

31. Peraturan Bupati Mappi Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi 
Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Mappi        
Tahun 2014 Nomor 2). 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAPPI 
TAHUN 2015. 
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BAB   I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal   1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:  
 

1. Bupati adalah Bupati Mappi. 

2. Daerah adalah Kabupaten Mappi. 
3. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten 

Mappi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah. 
4. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang 

selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk perubahan 
APBD Tahun 2015. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut 
SKPD.  

6. Rencana Kerja SKPD selanjutnya disebut Renja SKPD. 

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya 
disebut Bappeda. 

 
BAB II 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
 

Pasal 2 
 

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Mappi Tahun 2015, memuat program dan 

kegiatan lanjutan, program dan kegiatan perubahan 
serta program dan kegiatan baru;  

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berfungsi sebagai pedoman dan bahan penyusunan 
Perubahan Renja SKPD. 

 
Pasal 3 

 

  (1) SKPD melaksanakan program dan kegiatan 

sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD 2015 
dengan menuangkan kedalam Perubahan Renja SKPD; 

  (2) Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi 

Perubahan RKPD. 
 

Pasal 4 
 

 SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan 
Bappeda dalam menyusun Perubahan Renja Tahun 2015. 
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BAB III 
PENUTUP 

 

Pasal 5 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mappi. 

 
                                                         ditetapkan di Kepi 

pada tanggal 21 Agustus  2015 
 

 

 
 
 

diundangkan di Kepi 
pada tanggal 21 Agustus 2015 
 

 

 
 

 
                                                               

BERITA DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2015 NOMOR 15. 

 
Tembusan Peraturan Bupati ini disampaikan kepada Yth : 
 

1. Menteri Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Republik Indonesia di 
Jakarta; 

2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta; 
3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta; 

4. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura; 
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua di 

Jayapura; 

6. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi; 
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi; 
8. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi; 

9. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Mappi; 

10. Para Kepala Distrik Se-Kabupaten Mappi; 
11. Yang bersangkutan; 

A  r  s  i  p   (Bag. Hukum).- 
 

 
 

 

 

BUPATI MAPPI 
CAP/TTD 

STEFANUS KAISMA 

SEKRETARIS DAERAH, 
CAP/TTD 

RICKY WELLIAM BOLANG 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 
 

MAXIMUS T. ALUBUAMAN, SH 

NIP. 19700415 199712 1 001 



-8- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


